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Tentang
Kedaluwarsa Utang Negara

Pemohon : Drs. Burhan Manurung, MA.

Jenis Perkara . Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara)
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD 1945).

Pokok Perkara . Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara mengenai
konstitusionalitas kedaluwarsa pembayaran jaminan pensiun
dan jaminan hari tua bertentangan dengan terhadap Pasal 27
ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945
UUD 1945 menyangkut jaminan penghidupan dan imbalan
yang layak serta perlakuan yang adil dalam hubungan kerja;

Amar Putusan : Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
Tanggal Putusan : Kamis, 28 September 2017.
Ikhtisar Putusan

Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 40 ayat (1) UU
Perbedaharaan Negara yang menyatakan, “Hak tagih mengenai utang atas beban
negara/daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo,
kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang”;

Pemohon mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia
pensiunan Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil (ASN/PNS) yang merasa hak
konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 40 ayat (1) UU
Perbendaharaan Negara karena mengakibatkan tidak tertagihnya seluruh jaminan
pensiun dan jaminan hari tua yang merupakan hak Pemohon sebagai pensiunan
PNS/ASN dengan alasan kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut
jatuh tempo. Menurut Pemohon pasal a quo tidak dapat diberlakukan kepada
Pemohon karena tidak sama dengan Pihak Ketiga yang mempunyai hak tagih
kepada negara;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan
adalah pengujian Undang-Undang in casu UU Perbedaharaan Negara terhadap
UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat
(1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, oleh karena berlakunya Pasal



40 ayat (1) UU Perbedaharaan Negara menimbulkan ketidakadilan dan
mengabaikan perlindungan hukum, maka berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan
putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum, menurut Mahkamah
Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Undang-
Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual
serta terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud
dengan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga
terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional
seperti yang didalilkan tidak akan terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah
Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

Terhadap pokok permohonan Pemohon, setelah Mahkamah memeriksa
dengan saksama permohonan dan bukti-bukti Pemohon, keterangan Presiden, dan
keterangan Pihak Terkait PT Taspen (Persero), Mahkamah mempertimbangkan
sebagai berikut

1) Bahwa substansi Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara mengatur
mengenai kedaluwarsa hak tagih setelah 5 (lima) tahun terkait dengan utang,
baik utang yang merupakan beban pemerintah pusat maupun utang yang
merupakan beban pemerintah daerah. Dalam batas-batas tertentu, pengaturan
demikian menurut Mahkamah diperlukan sehingga terdapat jaminan kepastian
hukum dalam pengelolaan keuangan negara/daerah;

2) Bahwa jaminan pensiun dan jaminan hari tua sesungguhnya adalah bukan utang
negara melainkan hak yang harus dijamin oleh negara. Sesuai dengan UU ASN,
negara harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan melaksanakan
amanat perlindungan kesinambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91
ayat (3) UU ASN. Adapun yang dimaksud dengan perlindungan yang
berkesinambungan adalah bahwa mereka yang mempunyai hak atas jaminan
pensiun dan jaminan hari tua tidak boleh dilakukan pengurangan waktu untuk
menerima jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Terlebih lagi, Pasal 91 ayat (3)
UU ASN tegas menyatakan hal tersebut bukan semata-mata hak tetapi sekaligus
merupakan penghargaan dari negara atas pengabdian yang telah diberikan oleh
ASN yang bersangkutan. Dengan demikian sepanjang berkenaan dengan
jaminan pensiun dan jaminan hari tua tidak boleh diberlakukan ketentuan
kedaluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan
Negara;

3) Bahwa Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara harus dikaitkan dengan
Pasal 91 ayat (3) UU ASN guna menjamin terpenuhinya hak atas pengakuan,
jaminan, dan perlindungan hukum yang adil sebagaimana dimaksud Pasal 28D
ayat (1) UUD 1945. Jika keberadaan Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan
Negara tidak dikaitkan dengan keberadaan Pasal 91 ayat (3) UU ASN maka
akan terjadi disharmoni antar Undang-Undang yang bermuara pada lahirnya
ketidakpastian hukum. Sebab, di satu pihak, jaminan pensiun dan jaminan hari
tua oleh Pasal 91 ayat (3) UU ASN tegas dinyatakan sebagai hak yang harus
dijamin kesinambungannya, di lain pihak, oleh Pasal 40 ayat (1) UU
Perbendaharaan Negara hal itu dapat dianggap sebagai utang negara yang hak
tagihnya ditundukkan pada pemberlakuan masa kedaluwarsa;

4) Bahwa berdasarkan pengaturan-pengaturan mengenai jaminan pensiun dan
jaminan hari tua merupakan hak-hak kepegawaian yang harus diberikan kepada
pensiunan ASN/PNS yang telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan, tanpa dibatasi oleh batas waktu
(kedaluwarsa) dalam pembayarannya;
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5)

Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran pensiun, keterlambatan penerbitan
SKPP sehingga uang pensiun menjadi kedaluwarsa menjadi tidak adil ketika
hanya dibebankan kepada ASN/PNS semata karena di antaranya juga
diperlukan peran aktif dari lembaga atau instansi dimana ASN/PNS itu mengabdi,
khususnya berkaitan dengan penerbitan SKPP yang menjadi dasar
dibayarkannya tunjangan pensiun dan tunjangan hari tua oleh PT Taspen
(Persero).

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah

berpendapat dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Dengan
demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya
sebagai berikut:

1.
2.

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

Menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004,
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai
diberlakukan terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua;

Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya;



